
SALINAN 

  

 
 

 

BUPATI MANOKWARI 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI 

NOMOR 183 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 
 

BUPATI MANOKWARI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2097); 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3298); 

 3. Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     

tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun   1999   Nomor   75,   
Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 

3952); 
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 



 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33); 
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4138); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4502)  sebagaimana  telah   diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2005  tentang  Perubahan 
Atas Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5346); 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);   

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 



 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

 27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 8) 
 28.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun  2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021. 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas: 

1. Pendapatan : 

a.  Pendapatan Asli Daerah  Rp    102.675.625.975,52   

b.  Pendapatan Transfer  Rp 1.007.370.357.124,00   

c.  Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

 Rp      41.149.923.467,00  

 Jumlah Pendapatan                                     Rp 1.151.195.906.566,52  
 

2.        Belanja : 
 

a.  Belanja Operasi      

1.  Belanja Pegawai   Rp  432.933.611.101,45   

2.  Belanja Barang dan Jasa Rp  284.506.206.614,58   

3.  Belanja Bunga Rp         737.820.000,00   

4.  Belanja Hibah Rp    52.147.582.174,00   

5.  Belanja Bantuan Sosial                Rp    42.298.244.807,00  

 Jumlah Belanja Operasi                                  Rp 1.255.717.719.463,03 



b. Belanja Modal       

1.  Belanja Modal Tanah Rp     39.788.261.374,00  

2.  Belanja Modal Peralatan  

dan Mesin 
Rp     23.723.837.044,00 

 

3.  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
Rp     32.943.919.026,00 

 

4.  Belanja Modal Jalan, 

Irigasi dan Jaringan 
Rp     72.237.095.034,00 

 

5.  Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
Rp       1.163.206.000,00 

 

 Jumlah Belanja Modal                                  Rp   169.856.318.478,00  

  c. Belanja Tak Terduga   

1.  Belanja Tak Terduga Rp     36.271.519.380,00   

 Jumlah Belanja                                  Rp     36.271.519.380,00  

    
 

3. Transfer : 

1.  Transfer Bantuan  

Keuangan Ke Desa 

Rp  233.970.816.908,00   

2.  Transfer Bantuan 

Keuangan Lainnya 

Rp      2.995.600.000,00   

 Jumlah Transfer                              Rp    236.966.416.908,00  

 Defisit                              Rp   (104.521.812.896,51) 

 

4. Peneriman Pembiayaan : 

a.  Penerimaan Pembiayaan  Rp  133.731.319.946,61   

b.  Pengeluaran Pembiayaan  Rp    15.470.000.000,00   

c.  Jumlah Pembiayaan Netto                           Rp   118.261.319.946,61  

d.  Sisa lebih pembiayaan  

anggaran (SILPA)  

                          Rp     13.739.507.050,10  

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
 



Pasal 6 

 
Peraturan Bupati Manokwari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
     Ditetapkan di Manokwari 

           pada tanggal 30 Agustus 2022  
             BUPATI MANOKWARI, 
 

 

                                       CAP/TTD                                                                                                              

                                                         

                                 HERMUS INDOU 

Diundangkan di  Manokwari  

pada tanggal 30 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, 
 

      

      CAP/TTD 

 
         

HENRI SEMBIRING 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 183 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

   

 

NUNING DWI LESTARI 

PENATA 

NIP. 19760110 201004 2 004 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


